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 1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup 
manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara agar kelak mampu 
bertanggungjawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara. Setiap anak 
perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan 
berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu 
diperlukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan 
memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak tanpa adanya perlakuan 
diskriminatif. Anak merupakan subjek hukum dan aset bangsa yang harus 
tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang berpotensi, berperan dan turut 
menikmati pembangunan nasional, menuju tercapainya tujuan Negara republik 
Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam alinea ke IV pembukaan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 
Perkembangan anak menjadi hal yang penting untuk diperhatikan, oleh 
karena itu negara sebagai tempat berlindung. warganya harus dapat 
memberikan regulasi jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak. Keadilan 
sangat sekali diperhatikan dalam pelaksanaan penegakan hukum. Diantaranya 
adalah dalam proses peradilan pelaku tindak pidana anak, perhatian tersebut 
tidak hanya dari ahli hukum (pidana) tetapi juga pada masyarakat dan 
pemerintah yang ikut serta dalam hal ini. Perhatian pemerintah Indonesia yang 
cukup besar dalam hal perlindungan anak diwujudkan dengan disahkannya 
UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-
undang ini merupakan perubahan dari UU No. 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak, karena undang-undang yang lama dianggap sudah tidak 
relevan lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat baik 
dari aspek yuridis, sosiologis dan filosofis.  
Kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana tentu bukan 
merupakan hal yang baru terjadi. Banyak kejadian-kejadian kriminal seperti 
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pencurian, penjambretan ataupun pemerasan dilakukan oleh seorang anak. 
Batasan tentang kenakalan anak ditekankan terhadap perilaku anak yang 
merupakan perbuatan yang melanggar norma, tetapi bila dilakukan oleh orang 
dewasa disebut dengan kejahatan, karena tidak etis rasanya apabila pelaku 
anak disebut dengan penjahat anak bukan kenakalan anak karena 
mengingatkan anak yang melakukan tindak pidana tersebut masih butuh 
pengawasan ataupun tindak pembinaan (Nashriana, 2011: 29).  
Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak menyatakan Bapas (Balai Pemasyarakatan) adalah unit 
pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi 
penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. 
Bertolak dari tujuan dan dasar pemikiran dari peradilan anak, Maka kiranya 
dapat ditentukan apa dan bagaimana hakikat serta wujud dari perlindungan 
hukum yang sepatutnya di berikan kepada anak. Tujuan dan dasar pemikiran 
dari peradilan anak jelas tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk 
mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian 
integral dari kesejahteraan sosial. (Muladi Barda Nawawi. 2007:22) 
Pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak di Tanah Air meningkat 
100 persen dari tahun-tahun. sebelumnya Catatan Komisi Perlindungan Anak 
Indonesia (KPAI) menyebutkan, angka korban pelecehan seksual terhadap 
anak semakin tinggi setiap tahun. “Dari 2013 ke 2014 itu naiknya 100 persen, 
baik itu mereka yang jadi korban atau pun pelaku,” ujar Sekretaris KPAI Rita 
Pranawati di Kantor KPAI, Jakarta, Jumat (4/3/2016) 
http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelecehan-seksual-pada-anak-meningkat-
100/.  
Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak Pasal 1 ayat (3) Anak yang berkonflik dengan hukum yang 
selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, 
tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak 
pidana. 
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Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa segala 
warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan 
dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dan tidak ada kecualinya. 
Namun terhadap seorang anak sebagai pelaku tindak pidana berlaku 
perlindungan khusus dengan tujuan melindungi kepentingan anak dan masa 
depan anak.  
Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 
tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “perlindungan anak adalah 
segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar 
dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai 
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi. 
Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. 
Penangkapan. Penahanan, atau sanksi pidana penjara anak hanya dilakukan 
apabila sesuai dengan hukum yang berlaku hanya dapat dilakukan sebagai 
upaya terakhir. Perlindungan hukum anak merupakan upaya perlindungan 
hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (Barda Nawawi Arif, 
1998:153). Bentuk perlindungan hukum terhadap anak misalnya 
pendampingan dari petugas kemasyarakatan, masa penahanan yang lebih 
singkat di banding orang dewasa, fasilitas oleh aparat penegak hukum khusus 
anak, termasuk pemisahaan tahanan anak dari tahanan orang dewasa 
merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak. 
Tindak pidana yang dilakukan anak selalu menuai kritikan terhadap para 
penegak hukum yang oleh banyak kalangan dinilai tidak mengindahkan tata 
cara penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, dan ada 
kesan kerap kali mereka diperlakukan sebagai orang dewasa dalam “bentuk 
kecil” yang melakukan tindak pidana. 
Sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih 
memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu 
seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak 
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ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk 
mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa berlaku di indonesia. 
Pemidanaan itu sendiri lebih berorientasi kepada individu pelaku atau 
biasa dengan pertanggungjawaban individual atau personal dimana pelaku 
dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh 
terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan anak merupakan individu 
yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan atau perbuatan yang 
dilakukannya, hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum 
matang dalam berpikir. Oleh sebab itu dengan memperlakukan anak itu sama 
dengan orang dewasa maka dikhawatirkan si anak akan dengan cepat meniru 
perlakuan dari orang-orang yang ada di dekatnya. 
Sementara itu di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 azas yang 
dianut dalam Sistem Peradilan Anak di antaranya adalah: kepentingan terbaik 
bagi anak; penghargaan terhadap anak; kelangsungan hidup dan tumbuh 
kembang anak; pembinaan dan pembimbingan anak; dan penghindaran 
pembalasan. 
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak tersebut menyatakan, setiap anak dalam proses peradilan pidana 
berhak di antaranya: 
a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan 
sesuai dengan umurnya; 
b. Dipisahkan dari orang dewasa;  
c. Melakukan kegiatan rekreasional;  
d. Bebas dari peyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, 
tidak manusiawi, serta merendahkan derajar dan martabatnya; dan 
e. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya 
terkahir dan dalam waktu yang paling singkat. 
Sistem peradilan anak pun wajib mengutamakan pendekatan keadilan 
restoratif, serta wajib diupayakan diversi dengan tujuan mencapai perdamaian 
antara korban dan anak; menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan; 
menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masayarakat 
untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. 
Dari beberapa uraian di atas terdapat salah satu contoh yang mana terjadi 
kasus kekerasan seksual di daerah kabupaten klaten yang dilakukan oleh 
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sulistiyono, rudi gunawan, hanif nur diansyah dan yadi setyawan yang 
masing-masing masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun terhadap 
seorang anak perempuan di bawah umur. Dari ke empat pelaku tersebut telah 
dipidana oleh hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam Putusan Nomor 
:03/Pid.Sus.Anak/2016/PNKln. Namun, di dalam putusan terebut terdapat 
beberapa pertimbangan hakim yang masih perlu untuk dikaji lebih mendalam 
agar nantinya dapat selaras dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Maka 
dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul  : 
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana 
Kekerasan Seksual (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten 
Nomor: 03/Pid.Sus.Anak/2016/PNKln) 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk 
membahas pemasalahan tesebut dengan perumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak 
pidana kekerasan dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 
03/Pid.Sus.Anak/2016/PNKln? 
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan 
terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam Putusan 
Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 03/Pid.Sus.Anak/2016/PNKln? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian diperlukan karena tekait erat dengan perumusan 
masalah dan judul penelitian itu sendiri. Adapun tujuan penelitian ini adalah : 
1. Tujuan Objektif 
a. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap 
anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan  
b. Untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana 
kekerasan seksual  
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2. Tujuan Subjektif 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, 
pengetahuan serta pengembangan di bidang hukum pada umumnya 
dan hukum pidana pada khususnya 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan 
literatur keperpustakaan tentang penerapan sanksi pidana terhadap 
anak sebagai pelaku kekerasan seksual dan perlindungan hukumnya 
c. Memperoleh bahan dan informasi secara lebih jelas dan lengkap 
sebagai bahan untuk menyusun penulisan hukum, guna memenuhi 
persyaratan akademis dalam mencapai gelar sarjana (S1) dalam 
bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
D. Manfaat Penelitian 
Penulis dalam hal ini berharap bahwa penelitian hukum ini akan 
bermanfaat bagi penulis maupun pihak lain yang terkait dengan penulisan 
hukum ini. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penulisan 
hukum ini antara lain : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum 
pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya; 
b. Memperkaya referensi dan literatur keperpustakaan Hukum Pidana 
tentang Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku 
kekerasan Seksual; dan 
c. Memberikan hasil yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian 
yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya. 
2. Manfaat Praktis 
a. Menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan 
pola pikir ilmiah, serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam 
menerapkan ilmu yang diperoleh; dan 
b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua 
pihak yang berkepentingan, khususnya bagi aparat penegak hukum 
guna memperoleh jawaban (solusi) dari permasalahan yang diteliti. 
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E. Metode Penelitian 
Penelitian hukum (legal research) adalah suatu proses untuk 
menentukan kebenaran koherensi, yaitu menentukan apakah aturan hukum 
yang ada sudah sesuai dengan norma hukum, apakah norma yang berupa 
perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum dan apakah tindakan 
seseorang sudah sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum (Peter 
Mahmud Marzuki,2014: 47). 
Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu 
hukum, bukan sekedar know-about. Sebagai kegiatan know-how, penelitian 
hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disini 
dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan 
penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian 
memberikan pemecahan atas masalah tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 
2014:60).  
Dalam penelitian hukum, diperlukan metode penelitian yang akan 
menunjang hasil penelitian yang dicapai dari penelitian hukum ini, sehingga 
metode yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut : 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini 
adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 
pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan 
bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji peraturan 
perundang-undangan yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual 
terhadap anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Anak serta mengkaji Putusan Hakim 
Pengadilan Klaten Nomor : 03/Pid.Sus.Anak/2016/PNKln mengenai 
tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak 
 
 
8 
 
 
 
2. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat Preskriptif, yaitu suatu ilmu yang 
mempelajari tujuan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma 
hukum. Langka awal dari penelitian ini adalah perbincangan mengenai 
makna hukum dalam hidup bermasyarakat, dimana ilmu hukum bukan 
hanya menempatkan hukum sebagai suatu gejala sosial yang dipandang 
dari luar tetapi masuk ke dalam suatu yang esensial yaitu sisi instrinsik 
dari hukum (Peter Mahmud, 2006:22)   
Dalam penulisan hukum ini, khususnya akan dibahas mengenai 
pengaturan penerapan sanksi pidana dan pertimbangan hukum terhadap 
anak sebagai pelaku kekerasan seksual dalam putusan pengadilan negeri 
klaten tersebut.  
3. Pendekatan Penelitian 
Menurut pandangan Peter Mahmud Marzuki dalam suatu 
penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan 
untuk mendapatkan informasi guna menjawab isu hukum yang sedang 
diteliti. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian 
hukum adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan 
kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), 
pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan 
konseptual (conceptual approach). (Mahmud Marzuki, 2013:133) 
Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan Perundang-Undang dan pendekatan kasus. Pendekatan 
Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah undang-undang dan 
regulasi yang berkenaan dengan larangan melakukan kekerasan seksual 
berupa persetubuhan maupun pencabulan terhadap anak dan menelaah 
kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan telah 
mempunyai kekuatan yang tetap. Adapun kajian pokok dalam penelitian 
akan mengkaji penerapan sanksi pidana Pengadilan Negeri Klaten dalam 
putusan Nomor: 03/Pid.Sus.Anak/2016/PNKln dengan peraturan 
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perundang-udangan yang ada dalam hal tindak pidana kekerasan seksual 
terhadap anak.  
4. Sumber Bahan Hukum 
Pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya data, sehingga 
yang digunakan adalah bahan hukum primer dan  hukum sekunder. Bahan 
hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya 
mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-
undangan dan putusan hakim. Adapaun bahan-bahan hukum sekunder 
berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-
dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-
kamus hukum, jurna;-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan 
pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 181)  
Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
a. Bahan hukum primer 
Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini 
adalah : 
1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 joncto Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2016 tentang Perlindungan Anak. 
2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak. 
3) Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 
03/Pid.Sus.Anak/2016/PN Kln 
b. Bahan hukum sekunder 
Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian 
hukum ini meliputi: 
1) Buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum; 
2) Jurnal-jurnal hukum; 
3) Artikel; dan 
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4) Bahan dari media internet, dan sumber lainnya yang memiliki 
korelasi untuk mendukung penelitian ini. 
5. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan hukum 
ini adalah: 
a. Studi kepustakaan atau studi dokumen (Library Research). Teknik 
pengumpulan data ini dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat 
catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen serta 
tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi obyek 
penelitian. 
b. Cyber media, yaitu pengumpulan bahan melalui internet dengan cara 
melakukan download berbagai artikel yang berkaitan dengan 
penelitian hukum ini. 
6. Analisis Bahan Hukum 
Bahan hukum yang telah Penulis peroleh dalam studi kepustakaan 
berupa aturan perundang-undangan, buku-buku atau literatur, internet serta 
bahan kepustakaan lainnya yang terkait dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Penulis. Teknis analisis bahan hukum yang digunakan Penulis dalam 
penelitian ini adalah menggunakan metode deduktif. Metode deduktif ini 
berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis 
minor. Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa untuk penalaran hukum 
yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum sedangkan premis 
minornya adalah fakta hukum. Dari kedua hal tersebut kemudian ditarik 
suatu kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2013:89). 
Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan premis mayor yaitu 
mengenai penerapan sanksi pidana yang diberikan oleh hakim terhadap 
anak sebagai pelaku kekerasan seksual. Faktanya masih banyak hakim 
tidak mengindahkan tata cara menanganan terhadap anak yang berhadapan 
dengan hukum. Sedangkan premis minornya yaitu mengenai pertimbangan 
dalam pengambilan keputusan terhadap anak pelaku. Kemudian dianalisis 
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sehingga perlu di ketahui apakah tindakan dalam pengambilan keputusan 
sudah sesuai dan terlaksana dengan baik.  
 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Sistematika penulisan hukum disajikan untuk memberikan 
gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum sebagai 
karya ilmiah yang disesuaikan dengan kaidah baku penulisan suatu karya 
ilmiah, maka sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab, 
dan tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk 
mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi penulisan hukum ini. 
Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari: 
BAB I : PENDAHULUAN 
Pada bab ini penulis menguraikan beberapa sub bab sebagai berikut: 
A. latar belakang Masalah 
B. Rerumusan Masalah 
C. Tujuan Penelitian 
D. Manfaat Penelitian 
E. Metode Penelitian 
F. Sistematika Penulisan hukum. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini penulis akan memberikan landasan teori atau memberikan 
penjelasan secara teoritik yang bersumber pada bahan hukum yang penulis 
gunakan mengenai persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang 
sedang Penulis teliti. Adapun kerangka teori dan kerangka pemikiran yang 
menjadi pijakan dalam ,menjawab permasalahan dari penulisan hukum ini 
meliputi: 
A. Kerangka Teori 
1. Pengertian umum tentang anak  
2. Pengertian perlindungan hukum terhadap anak 
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3. Hak dan kewajiban anak 
4. Tindak pidana 
a. Pengertian tindak pidana 
b. Unsur-Unsur tindak pidana 
5. Anak yang berkonflik dengan hukum  
a. Pengertian anak yang berkonflik dengan hukum  
b. Upaya menanggulangi anak yang berkonflik dengan hukum 
6. Pidana dan pemidanaan 
a. Pengertian pidana dan pemidanaan 
b. Teori dan tujuan pemidanaan 
c. Jenis-jenis pidana 
7. Pengertian umum tentang kekerasan 
a. Pengertian kekerasan 
b. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan 
c. Pengertian Kekerasan terhadap Anak 
1. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak 
2. Pengertian kekerasan seksual 
B. Kerangka Pemikiran 
Pada bagian sub bab ini Penulis akan menguraikan kerangka 
pemikiran untuk memberikan pemahaman mengenai alur berpikir 
Penulis. 
 
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Bab ini adalah bab inti dalam penulisan hukum ini. Bab ini akan 
memaparkan hasil penelitian yang kemudian dengan analisis 
menghasilkan pembahasan atau pokok permasalahan seperti yang telah 
dirumuskan sebelumnya. Dalam penulisan hukum ini  yang menjadi pokok 
permasalahan adalah Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak 
sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan Bagaimana 
pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak 
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sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual di dalam Putusan 
Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 03/Pid.Sus.Anak/2016/PNKln.  
 
BAB IV: SIMPULAN DAN SARAN 
a. Simpulan 
Sub bab ini penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan secara 
singkat  dan jelas untuk menjawab isu hukum atau permasalahan yang 
telah dirumuskan berdasarkan analisis data yang diperoleh  dari 
keseluruhan hasil pembahasan atau penelitian. 
b. Saran 
Pada Sub bab ini akan menguraikan saran-saran atau rekomendasi 
yang dapat penulis kemukakan kepada para pihak yang terkait dan 
berkepentingan  dengan penulisan hukum ini. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
